
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
 PROVINSI MALUKU  

NOMOR 2/PM.00.01/K.BM/01/2026 
 

TENTANG 
PENETAPAN TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN 
BAWASLU PROVINSI MALUKU 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI MALUKU 

Menimbang : 

 
 

 a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan dalam rangka 

mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029. Bawaslu 

Provinsi Maluku akan melakukan konsolidasi demokrasi dalam 

memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan 

dengan Masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan  

melalui identifikasi, pemetaan terhadap isu-isu demokrasi, dan 

kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman mengenai 

dinamika, tantangan serta potensi kerawanan yang berkembang 

dalam praktik demokrasi di Provinsi Maluku.  

b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu 

untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu 

Provinsi Maluku tentang Penetapan Tim Konsolidasi Demokrasi 

Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar 

Tahapan di Bawaslu Provinsi Maluku. 

Mengingat :  

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;  

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Pengawasan Partisipatif; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan 

Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;  



 
 

Ditetapkan di Ambon 

Pada Tanggal 28 Januari 2026 

 
Ketua, 

 
 
 
 
 

 
Dr. Subair, M.Si 

  

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Tahun 2025-2029; 

6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 

Tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam 

memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan; 

 

           MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

MALUKU NOMOR 2/PM.00.01/K.BM/01/2026 TENTANG 

PENETAPAN  TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM 

MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI 

LUAR TAHAPAN DI  BAWASLU PROVINSI MALUKU. 

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional 

Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana 

di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku 

sebagai Koordinator dan anggota Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam 

Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan di 

Bawaslu Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu 

dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan 

kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: 

a. Koordinator bertugas, 

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi 

Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar 

Tahapan Bawaslu Provinsi Maluku. 

b. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi 

pada kegiatan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan di Bawaslu 

Provinsi Maluku secara menyeluruh. 

 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya 



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi Maluku 
Nomor : 2/PM.00.01/K.BM/01/2026 
Tanggal : 28 Januari 2026 

 
SUSUNAN 

TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN 

BAWASLU PROVINSI MALUKU 
 

NO NAMA JABATAN  KEDUDUKAN DALAM TIM 

I Tim 1 

1 Subair 
Ketua Bawaslu Provinsi 

Maluku 
Ketua Tim 

2 Nurbandi Latarisa 
Kepala Sekretariat Bawaslu 

Provinsi Maluku 
Koordinator 

3 Muhammad Putra Lumaela JF Bawaslu Provinsi Maluku Penanggung Jawab 

4 Ibo Saputra Gaseli Labayoni Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

5 Riyaldy Achmad Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

6 Rosita Heluth Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

7 Fatum Thalib Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

8 Parman Latua Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

9 Rivaldo Marcelo Tamtelahitu Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

10 Jeremias Rumsory Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

11 Thamrin Hitimala Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

12 Samsudin La Mondo Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

II Tim 2 

13 Daim Baco Rahawarin 
Anggota Bawaslu Provinsi 

Maluku 
Ketua Tim 

14 Siti Aminah Rolobessy Kepala Bagian Pengawasan Penanggung Jawab 

15 Rachman Malik Marahena JF Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

16 Gema Perkasa Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

17 Elsina Mual Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

18 Ahmadi Ohoiutun Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

19 Paty Whitle Untayana Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

20 Gabriela Waileruny Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

21 Norma Rofita Buamona Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

22 Andreas O.K Parhusip Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

23 Stela Simatauw Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

24 Dadang Suherman Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

II Tim 3 

25 Stevin Melay 
Anggota Bawaslu Provinsi 

Maluku 
Ketua Tim 



NO NAMA JABATAN  KEDUDUKAN DALAM TIM 

26 Vendy Ilham Burangasy Kepala Bagian Administrasi Penanggung Jawab 

27 Assyatri Almohdar Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

28 Mustakim Hahuan Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

29 Kristina Johana Matruty Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

30 Harniati Paltan Rego Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

31 Semuel Robinson Ohoiulun Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

32 Willem Soplera Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

33 Jeli J. M. Nanlohy Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

34 Suardi Hardiyanto Slamet Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

35 Ramdhani Sahupala Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

36 Mira Husein Obeth Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

37 Narto Kaimudin Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

IV Tim 4 

38 Samsun Ninilouw 
Anggota Bawaslu Provinsi 

Maluku 
Ketua Tim 

39 Barakudin Rumakway Kepala Bagian Hukum Penanggung Jawab 

40 Janet Jill Parera JF Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

41 Akbar Prasetyo Sanduan Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

42 Frando Udimera Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

43 Halim Marasabessy Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

44 Johny Hendro Lewaherilla Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

45 Nurul Kiswah Usemahu Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

46 Syarhany Sabillah Marasabessy Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

47 Hamisa Latuconsina Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

48 Gerry Samalelaway Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

V Tim 5 

49 Astuti Usman 
Anggota Bawaslu Provinsi 

Maluku 
Ketua Tim 

50 Yulius S. Souissa Kepala Bagian P3S Penanggung Jawab 

51 Melky Iron Supusepa Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

52 Sumarni Bugis Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

53 Erno Pattimahu Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

54 Farit Toisuta Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

55 Klarisha Siahaya Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

56 Rony Paol Thenu Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 



NO NAMA JABATAN  KEDUDUKAN DALAM TIM 

57 Bobi Pratama Tuhuteru Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

58 Abu Bakar Ngabalin Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

59 Astrid Elizabeth Papilaya Staf Bawaslu Provinsi Maluku Anggota 

 

Ditetapkan di Ambon,  

Pada Tanggal 28 Januari 2026 

 
Ketua, 

 
 

 
 
 

 
Dr. Subair, M.Si 

 


